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      Kepiawaian  berkomuniksi merupakan salah - satu syarat  tak tertulis bagi  seorang pejabat publik.  Sebab, selama mengelola institusinya,  seorang pejabat publik  mesti berinteraksi dengan banyak pihak. Berbagai kebijakan mesti terkomunikasikan dengan baik. Sementara pengambilan keputusan sebuah kebijakan melalui proses yang tak sederhana. Pejabat public mesti mendengar masukan dari banyak pihak, juga bernegosiasi.  Pejabat publik juga dituntut bisa mengelola dengan baik ‘serangan’ dari pihak  yang resisten atas  kebijakan yang ada.
      Salah seorang pejabat publick yang punya gaya komunikasi politik  unik dan fenomenal yakni Gubernur DKI Jakarta (19 November 2104 - 9 Mei 2017), Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Mantan Bupati Belitung  Timur ini  cepat dikenal secara luas bukan hanya karena kinerjanya, tetapi juga lantaran gaya komunkasinya. Yang segera teringat oleh kebanyakan orang tentang  Ahok yakni  bicaanya yang ceplas-ceplos, kata-katanya yang ‘kasar’ dan kadang marah-marah.  DPRD DKI Jakarta , selaku mitra kerja gubernur DKI Jakarta,  merupakan salah satu lembaga yang paling banyak berkomunikasi dengan Ahok. 
      Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalaman anggota DPRD DKI Jakarta dalam berkomunikasi dengan Gubernur Ahok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam  dan studi kepustakaan.
      Hasil penelitan menunjujkkan para informan mempunyai pengalaman beragam dalam  berkomunikasi dengan Gubernur Ahok. Latar belakang informan, termasuk ‘baju politik’ mereka , mempunyai andil dalam membentuk pengalaman mereka dalam berkomunikasi dengan Ahok.
     Secara umum mereka terbelah menjadi dua kutub.  Kutub pertama kelompok informan yang tak ada masalah dengan gaya komunkasi Ahok.  Mereka nyaman-nyaman saja bahkan perasaanya tak tersingung dengan kata-kata kasar atau ekspresi sang gubernur yang meledak-ledak. Mereka menemukan sisi-sisi positif dari gaya komunikasi Ahok, seperti gaya tersebut dibutuhkan untuk mengubah mindset, mental, dan karakter pejabat. 
     Namun mayoritas informan masuk kutub kedua. Yakni mereka yang terganggu dengan gaya  Ahok. Mereka bukan hanya tak nyaman tetapi juga  merasa ‘terserang’ dengan gaya komunikasi Sang Gubernur.  Mereka merasa terhina dan marah, ketika  Ahok menyebut  rampok, maling dan  begal, dalam kasus ‘dana siluman’ RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta 2015. Selain memicu konflik kelembagaan, gaya komunikasi Ahok juga  membuat hubungan pribadi beberapa informan dengan sang gubernur renggang.
Kata kunci: Komunikasi politik, gaya komunikasi, studi fenomenologi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, DPRD DKI Jakarta.
Abstract
Therefore, even communicating is – one an unwritten requirement for a public official. For as managing all its institutions, a public official must interact with many parties. Various policies must be well transfered. While a policy decision making through a process that is not simple. Public officials have to hear input from many parties, as well as negotiate. Public officials also charged could manage well ' attack ' from the resistant over existing policy.)
     One of public official who had a unique political communication style and phenomenal is the Governor of DKI Jakarta (November 19, 2104 - May 9, 2017), Basuki Tjahaya Purnama aka Ahok. Ex Bupati Belitung Timur is fast widely known not only because of its performance, but also because its communication style.Who immediately thought of by most people on a straightforward Ahok i.e. interlocutor, the words ' coarse ' and sometimes morose. DPRD DKI Jakarta, as a partner of Governor Jakarta, is one of the most institutions communicate with Ahok.
      The purpose of this research is to know the experience of members of DPRD DKI Jakarta in communicating with Governor Ahok. This research was qualitative research with approach of Phenomenology. The selection of purposive sampling conducted in the informant, the collection of data is done with interviews and in-depth study of librarianship.)
     The results of the study showed the informant has diverse experience in communicating with the Governor Ahok. The background of the informer, including the ' political ' they dress, has a share in shaping their experience in communicating with Ahok.)
     Generally, they are split into two groups. The first group is the people who doesn’t have problem with  Ahok’s communication style. They are comfortable only comfortable-even they feel are not offended by harsh words or expressions of the Governor of that explosiveness. They find the positive side of communication styles, such as the style Ahok needed to change mindsets, attitudes, and character acting.
     However, the majority of the informant entered the second group. I.e. those who are plagued with Ahok’s style. They are not only inconvenient but also feel ' Stricken ' with The Governor's communication style. They feel humiliated and angry, when Ahok call Rob, thief and begal, in the case of the ' stealth ' RAPBD Fund (Draft Budget of income and Expenditure Area) DKI Jakarta 2015. In addition to triggering institutional conflict, communication style Ahok also makes a personal connection with the Governor's informant some rift.
     Keywords: Political communication, communication style, phenomenology study, Jakarta Capital City Governor Basuki Tjahaja Purnama, City Council of DKI Jakarta.
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1.	KONTEKS PENELITIAN
      Pertemuan mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok dan  anggota DPRD DKI Jakarta,  di Gedung Kementerian Dalam Negeri,  Kamis, 5 Maret 2015 berlangsung  panas. Para wakil rakyat  marah,  melontarkan  makian, kata – kata kasar  kepada  Ahok. Mediasi  yang diharapkan mengakhiri  kisruh  antara Ahok dan DPRD terkait  dugaan  ‘dana siluman’, Rp 12,1 triliun  dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2015, akhirnya dihentikan. 
      Pemicu kemarahan anggota DPRD  adalah  gaya komunikasi Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur ini berbicara dengan nada tinggi sambil menuding –nuding  ketika ‘menuduh’ DPRD  tak jujur memasukkan data dalam e-budgeting.   "Yang saya minta adalah,  Anda (DPRD) jangan meng-input e-budgeting yang bukan hasil pembahasan. Ini semua ada SKPD hadir lengkap, saya mau tanya pada beliau-beliau ini, yang di-input sesuai hasil pembahasan atau tidak?"   kata Ahok,  setengah berteriak.​[1]​
      Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang  susunan  dan  kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD, mengatur  DPRD mempunyai fungsi  legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi , DPRD punya  kekuasaan membentuk peraturan daerah.  Fungsi anggaran,  DPRD berhak menolak atau menyetujui  rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Fungsi pengawasan, DPRD  berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan APBD.
      Karena  menjalankan  fungsi dan perannya,  DPRD DKI Jakarta sering menjalin komunikasi politik dengan  Ahok.  Komunikasi politik bisa dilakukan secara formal maupun informal.  Untuk membahas masalah tertentu, misalnya,  digelar  pertemuan yang menghadirkan pihak legistalif  dan eksekutif.  Pertemuan mediasi yang berakhir ricuh di gedung Kemendagri adalah salah satunya.
Berbicara dengan nada tinggi setengah berteriak dalam rapat  memang  kerap dilakukan Ahok, terutama jika dia kesal dengan lawan bicara.  Ahok, misalnya,  berbicara dengan penuh emosional ketika membeberkan ketidakjujuran  pegawai Pemprov DKI Jakarta,  dalam rapat dengan bawahanya.   Ahok minta agar  kepala  salah satu TPU (Tempat Pemakaman Umum)  di DKI Jakarta yang  dia  ketahui  ‘main uang ’,  segera dipecat .​[2]​
      Gaya komunikasi  Ahok yang  meledak-ledak juga dapat ditonton  lewat tayangan berita di televisi.  Pemirsa televisi  bahkan  bisa   mengetahui gaya  Ahok  yang unik,  tak seperti lazimnya pejabat negara,  ketika menjawab pertanyaan wartawan.  Ahok biasa menggunakan bahasa  gaul anak muda  seperti  lu, gue.   
      Kericuhan di  gedung Kementerian Dalam Negeri pada 5 Maret 2015, adalah  contoh ketegangan komunikasi politik antara anggota DPRD DKI Jakarta dengan Ahok.  Tetapi  sejatinya komunikasi politik Ahok dan DPRD tak selalu berlangsung  panas.  Pembahasan Perda APBD DKI Jakarta 2016, misalnya,  berlangsung  mulus  tanpa hambatan. Tak ada ketegangan. "Saya kembali mengajak DPRD untuk meningkatkan nilai-nilai semangat kemitraan antara DPRD  dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akhirnya, eksekutif menyampaikan terima kasih kepada segenap anggota dewan," kata Ahok,  saat pengesahan Perda APBD 2016, pada 23 Desember 2015.  ​[3]​
      Naik - turun , panas – dingin , hubungan legisislatif  dan eksetituf  adalah  hal yang  lumrah terjadi. Itu terjadi antara lain karena tugas utama badan legislatif terletak di bidang perundang-undangan. Untuk membahas rancangan undang-undang sering dibentuk panitia yang berwenang untuk memanggil menteri dan pejabat lainnya untuk diminta keterangan seperlunya. Tetapi dewasa ini telah terjadi gejala umum bahwa titik berat badan legislatif telah banyak bergeser ke tangan badan eksekutif. Mayoritas dari perundang-undangan dirumuskan dan dipersiapkan oleh badan eksektuf, sedangkan badan legislatif tinggal membahas dan mengamandemennya. 
      Ketika terjadi ketegangan antara badan eksekutif dan legislatif, maka muncul konflik. Seperti ‘dana siluman’ APBD DKI 2015, membuat anggota  DPRD DKI Jakarta berkonflik dengan Gubernur Ahok.  
      Relasi  antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta  menarik dicermati terutama karena gaya komunikasi sang  gubernur yang khas.  Banyak pihak menilai,  gaya komunikasi Ahok,  yang kerap berbicara ceplas – ceplos, blak – blakan,  straight to the point, dianggap  kurang sopan.  Bahkan  ada  sebagian kalangan yang menyebutnya kasar.
      Kesan negatif  gaya komunikasi Ahok  terungkap dalam survey yang dilakukan Periskop Data pada akhir 2015 . 46,6% responden menyatakan gaya bicara Ahok temasuk kategori ‘tidak baik’. 70,4%   menilai gaya bicara Ahok tidak santun,  77% responden setuju Ahok harus memperbaiki cara berkomunikasinya.​[4]​
      Meski  tak sedikit  yang  menilai  negatif  gaya komunikasi Ahok,  tapi banyak juga yang tak mempersoalkannya,  terutama jika dilkaitkan dengan intergritas dan kinerjanya selaku gubernur.  Seperti  terungkap dalam survey yang dilakukan Kompas,   setengah tahun setelah Ahok menjadi orang nomor satu di Jakarta. 
      Hasil survey menunjukkan,  dalam  rentang  pilihan skor 1 (sangat buruk) hingga 10 (sangat baik), responden memberikan nilai rata-rata 7,53 untuk kejujuran Ahok.  Kesan positif masyarakat tentang kejujuran Ahok antara lain tecermin dari keseriusannya dalam menghadapi kontroversi ‘dana siluman’ APBD 2015.​[5]​
      Langkah konfrontatif  Ahok  terhadap  anggota DPRD terkait ‘dana siluman’ meninggalkan kesan positif bagi publik.  Mayoritas responden (69,1 persen) menilai ketegasan dan keberanian Ahok  menjadi keunggulan yang dimiliki sang gubernur.  
      Menurut Karyono Wibowo,  Ahok berpotensi kehilangan segmen pemilih terutama dari mereka yang tak  suka dengan gaya komuniasi Ahok.  Selain itu, gaya komunikasi Ahok  juga rentan diplintir dan diprovokasi serta dimanfaatkan pesaing.​[6]​
      Ahok sendiri belakangan menyadari kelemahannya dan  dalam berbagai kesempatan  mengatakan  berniat  untuk memperbaikinya. Dia juga minta maaf khususnya kepada rakyat Jakarta. Suatu kali dengan berseloroh dia mengatakan  akan berubah dari Ahok menjadi Basuki (orang Jawa). 
      	Bertolak dari fakta – fakta tentang Ahok  seperti dipaparkan sebelumnya,  peneliti  ingin melakukan penelitian dengan judul, PENGALAMAN ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA DALAM BERKOMUNIKASI POLITIK DENGAN GUBERNUR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK)
(Studi Fenomenologi Terhadap 17 Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2017). 
1.2.	Fokus Penelitian 
       Fokus dalam penelitian ini yakni asumsi bahwa dalam berkomunikasi,  komunikan  aktif  memaknai isi  dan gaya komunikasi  komunikator.  Apa yang dikehendaki komunikator  tidak serta merta diikuti oleh komunikan. Keinginan komunikator  sangat  mungkin diterjemahkan lain oleh komunikan.  
      Penetapan fokus penelitian mempunyai dua tujuan. Pertama, fokus penelitian untuk membatasi studi, dalam hal ini fokus penelitian untuk membatasi bidang inquiry. Kedua, penetapan fokus peneliti berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi - eksklusi atau memasukkan - mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan.​[7]​
      Karenanya dalam komunikasi politik,  isi pesan dan gaya aktor politik   bisa dimaknai secara beragam oleh  khalayak tergantung latar belakang dan pengalaman mereka.  Dengan demikian, bisa diasumsikan gaya komunikasi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Gubernur  DKI Jakarta juga dapat  dimaknai  berbeda- beda oleh rakyat  yang  dipimpinnya maupun anggota  DPRD DKI Jakarta. 
      Dengan fokus penelitian seperti peneliti  paparkan tersebut, maka pertanyaan  penelitian ini adalah:
1.	Bagaimana pengalaman anggota DPRD DKI Jakarta dalam melakukan komunikasi politik dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)?
2.	Bagaimana gaya komunikasi politik Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menurut pandangan anggota DPRD DKI Jakarta?
1.3.	TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
1.3.1. Tujuan Penelitian
1.	Menggali pengalaman anggota DPRD DKI Jakarta melakukan komunikasi politik dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
2.	Menggali pemaknaan anggota DPRD DKI Jakarta  ketika berinteraksi, melihat, berkomunikasi dengan Ahok  atau menyaksikan  gaya komunikasi Ahok. 
1.3.2.	Kegunaan Penelitian 
      Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi dunia akademis dan praktis agar memberi kontribusi yang lebih luas bagi perkembangan ilmu komunikasi, khususnya komunikasi politik di Indonesia.
1.3.2.1.	Kegunaan Akademik
1.	Memberi sumbangan pemikiran bagi dunia akademis dan kontribusi yang lebih luas bagi perkembangan ilmu komunikasi, khususnya komunikasi politik. 
2.	Menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai gaya komunikasi politik pimpinan politik maupun pemaknaan masyarakat terkait gaya komunikasi politik pimpinan daerah.  
1.3.2.2	Kegunaan Praktis
1.	Masukan bagi pemimpin  daerah dalam melakukan komunikasi politik kepada anggota DPRD  sesuai dengan situasi atau kondisi. 
2.	Masukan bagi konsultan kepala daerah dalam memberikan saran atau tanggapan mengenai gaya komunikasi politik calon kepala daerah atau kepala daerah. 
3.	Masukan bagi anggota dewan dalam melakukan komunikasi politik dengan badan eksekutif. 
4.	Menjadi rujukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian terkait gaya komunikasi politik pemimpin daerah. 
BAB II
KAJIAN LITERATUR  DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1	 Kajian Literatur
Berikut beberapa referensi mengenai penelitian yang relevan dengan  proposal tesis ini:
1.	Tesis berjudul, “Strategi  Komunikasi  Politik dalam  Pilkada   (Studi kasus Pemenangan Pasangan Kandidat Ratu Atut dan Rano Karno pada Pilkada Banten 2011). Tesis ini ditulis oleh Muhamad Rosit, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia pada 2012. Tesis ini ditulis dengan menggunakan pendekatan metodologi kualitatif dan sebagai metode penelitiannya adalah studi kasus. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini perlu dikembangkan kembali  dengan penelitian berikutnya terkait bagaimana gaya komunikasi politik  Ratu Atut sehingga dia berhasil menjadi pemenang dalam Pilkada Banten. 
2.	Analisis Strategi  Komunikasi Politik  Melalui  Media  Baru  (Studi Kualitatif Komunikasi Politik Faisal Basri dan Biem Benjamin, Calon independen Gubernur & Wakil Gubernur DKI Jakarta, Melalui Media Sosial), ditulis oleh Maya Elektrika Puspitasari, mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi Kekhusuan Manajemen Komunikasi, Universitas Indonesia.  Penelitian ini menggunakan  metodologi kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini hanya fokus pada pemaparan strategi komunikasi politik dan pembentukan citra. Untuk itu diperlukan penelitian lanjutan untuk mengukur tingkat keberhasilan komunikasi politiknya. 
3.	Pemimpin Daerah Sebagai Agen:  Dramaturgi dalam Komunikasi  Politik  Walikota  Solo Joko Widodo. Tesis ini ditulis oleh Cahyadi Indrananto, mahasiswa Pascasarjana mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi Kekhusuan Manajemen Komunikasi, Universitas Indonesia.  Penelitian  menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan etnografis dengan teknik primer berupa pengamatan (partisipan – obeservation) untuk mengetahui proses komunikasi keseharian Joko Widodo. Kekurangan penelitian ini adalah, dapat dilakukan penelitian serupa dengan perfektif masyarakat yang menilai gaya komunikasi Jokowi dengan menggunakan penelitian kualitatif. 
4.	Tesis berjudul; Suara Perempuan Di Media  Cetak Sebagai  Komunikasi  Politik (Analisis Framing Suara Politisi Perempuan dalam kasus Hukum Pancung TKI Ruyati di Kompas), ditulis oleh Putri Perdana, mahasiswa pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program studi Ilmu 
Penelitian kualitatif dengan analisis framing dan menggunakan teori standpoint ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui teks berita dan wawancara. Teori Standpoint berpegangan pada pengalamanan perempuan yang membawa mereka memiliki beberapa pengalaman. 
Usul peneliti, penelitin ini dapat dikembangkan lagi dengan bagaimana gaya komunikasi politik politisi perempuan dengan metode kualitatif agar diketahui sejauh mana kapabilitas politisi perempuan itu dalam melakukan komunikasi politik.    
5.	Persepsi Masyarakat DKI Jakarta Terhadap Figur dan Komunikasi  Politik  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ini adalah  jurnal yang ditulis oleh Danny Prasetyo di lembaga e-jurnal Undip. Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif.  Penelitian ini mengungkapkan  persepsi terhadap komunikasi politik Ahok adalah sebagian besar masyakarat setuju dengan gaya komunikasi politik yang dilakukan Ahok meski cenderung memaksa dan mengendalikan. Meski setuju, gaya  bicaranya dalam menyampaikan suatu kebijkan sebagai pesan politik termasuk yang mengundung muatan kekerasan. Kritik peneliti dalam penelitian ini dapat dilanjutkan dengan melakukan penelitian menggunakan metodologi kualitatif agar diperoleh hasil mendalam terkait gaya komunikasi politik Ahok yang saat ini dinilai banyak kalangan sangat fenomena. 
2.2	Kajian Teoritis
2.2.1.  Komunikasi Politik
      Komunikasi politik adalah sebuah studi interdisipliner yang dibangun atas
berbagai disiplin ilmu, terutama dalam hubungannya antara proses komunikasi dan proses politik. Ia merupakan wilayah pertarungan dan dimeriahkan oleh persaingan teori, pendekatan, agenda, dan konsep dalam membangun jatidirinya. Oleh Karena itu, komunikasi yang membicarakan tentang politik kadang diklaim sebagai stu​​di tentang aspek-aspek politik dari komunikasi public dan sering dikaitkan dengan komunikasi kampanye (election campaign) karena mencakup masalah persuasi terhadap pemilih, debat antara kandidat, dan penggunaan media massa sebagai alat kampanye (McQuail dalam Swanson, 1990).​[8]​	
      Menurut Lucian Pye, antara komunikasi dan politik memiliki hubungan yang erat dan istimewa karena berada dalam kawasan (domain) politik dengan menempatkan komunikasi pada posisi yang sangat fundamental. Galnoor, misalnya mengatakan bahwa tanpa komunikasi, tidak akan ada usaha bersama, sehingga tidak ada politik.”  Pye mengatakan bahwa tanpa suatu jaringan (komunikasi) yang mampu memperbesar (enlarging) dan melipatgandakan (magnifying) ucapan-ucapan dan pilihan-pilihan individual, tidak akan ada namanya politik. Bahkan Wilbur Schraamm, tokoh peletak dasar Ilmu Komunikasi, menempatkan seorang ilmu politik terkemuka, Harold D. Laswell pada urutan pertama dari empat orang yang disebutnya Bapak pendiri (the founding father) ilmu komunikasi.​[9]​
      	Cangara dalam bukunya Komunikasi Politik mengutip pernyataan Almond dalam Alfian (1990) yang melihat bahwa komunikasi merupakan salah satu masukan yang menentukan bekerjanya semua fungsi dan system politik. Ia diibaratkan sebagai suatu system sirkulasi darah dalam tubuh yang mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes, dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan system politik. Komunikasi politik menyambungkan semua bagian dari system politik sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan. Bila komunikasi itu berjalan lancar, wajar, dan sehat, menurut Alfian (1990) system politik akan mencapai tingkat responsive yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. 
      Banyak pakar  mendefinisikan  Komunikasi politik, diantaranya,  Dahlan (1999:35) menyatakan bahwa komunikasi politik    adalah suatu bidang atau disiplin ilmu yang menelaah prilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik. Pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambing-lambang atau symbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.​[10]​ 
     Meadow dalam Nimmo (2004) juga membuat definisi bahwa “Political communication refers to any exchange of symbols or message that to a significant extent have been shape by or have consequences for political system.” Meadow memberi tekanan bahwa symbol-simbol atau pesan yang disampaikan itu secara signifikan dibentuk atau memiliki konsekuensi terhadap system politik. Akan tetapi, Nimmo mengutip Meadow, hanya memberi tekanan pada pengaturan umat manusia yang dilakukan di bawah kondisi konflik, seperti disebutkan: “communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under condition of conflict. ​[11]​
     Dalam buku Introduction to Political Communication oleh McNair (2003) disebutkan bahwa, “Political communicationas pure discussion about the allocation of public resources (revenues), official authority (who is given the power to make legal, legislative and executive decision)  and official sanctions what the state reward or punishes.”​[12]​
      Komunikasi politik menurut Nair adalah murni membicarakan tentang alokasi sumber daya public yang memiliki nilai apakah itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomi. Petugas yang memiliki kewenangan untuk memberi kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan undang-undang atau aturan, apakah itu legislatif atau eksekutif serta sanksi-sanksi, apakah itu dalam bentuk hadiah atau denda. ​[13]​ 
      Doris Graber mengingatkan dalam tulisannya “Political Language” (1981), yakni komunikasi politik tidak hanya retorika, tetapi juga mencakup simbol-simbol bahasa, seperti bahasa tubuh serta tindakan-tindakan politik seperti, boikot, protes, dan unjuk rasa. ​[14]​ 
      Mueller (1973:73) seperti ditulis dalam buku Lely  Arrianie, Komunikasi Politik, komunikasi politik  didefinisikan sebagai hasil yang bersifat politik apabila mereka menekankan pada hasil. ​[15]​
      Dalam konteks Ahok sebagai Gubernur DKI, setiap hari dia menyampaikan pernyataan (baik formal maupun nonformal), pendapat pada berbagai forum dan berbagai komentar berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Saluran komunikasi tersebut, bisa tatap muka langsung, pertemuan formal dan nonformal, media massa (media cetak, elektronik, dan media online, serta media sosial). Sebaliknya, anggota DPRD DKI melakukan komunikasi politik  dalam  rapat-rapat yang dihadiri Gubernur Ahok (pertemuan formal) maupun  dalam acara informal (jamuan makan malam atau makan siang).   
      Unsur Komunikasi politik  terdiri dari sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima, dan efek (Nimmo: 1978, Manfield dan Weaver: 1982, dalam Dahlan, 1990). ​[16]​
      Sumber atau komunikator politik, yakni  mereka yang memberikan informasi tentang hal-hal yang mengandung makna politik atau bobot politik, misalnya presiden, menteri, anggota DPR/DPRD/gubernur, walikota, bupati, politisi, fungsionaris partai, LSM, dan aktivis. Adapun pesan politik adalah pernyataan yang disampaikan baik lisan maupun tertulis, verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, disadari maupun tidak, yang isinya mengandung bobot politik. 
      Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya, seperti media cetak, elektronik, dan sebagainya. Sedangkan sasaran adalah anggota masyarakay yang diharapkan dapat memberikan suara (vote) kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Adapun efek komunikasi politik diharapkan terciptanya pemahaman terhadap system pemerintahan dan partai politik dimana muaranya adalah pemberian suara (vote). ​[17]​
	
2.2.2 Gaya Komunikasi
      Gaya komunikasi (communication style) didefinisikan sebagai   seperangkat perilaku antarpribadi yang terspesialisasi digunakan dalam  suatu situasi tertentu (a specialized set of interpersonal behaviors that are used in a given situation) (Effendi, 2001). Gaya komunikasi merupakan cara penyampaian dan gaya bahasa yang baik. Gaya yang dimaksud sendiri dapat bertipe  verbal yang berupa kata-kata atau nonverbal berupa vokalik, bahasa badan, penggunaan waktu, dan penggunaan ruang dan jarak.​[18]​
      Pengalaman membuktikan bahwa gaya komunikasi sangat penting dan bermanfaat karena akan memperlancar proses komunikasi dan menciptakan hubungan yang harmonis. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku  komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan  tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya  komunikasi yang digunakan, bergantung pada maksud dari pengirim (sender) dan harapan dari penerima (receiver). ​[19]​
      Gaya komunikasi dipengaruh situasi, bukan kepada tipe seseorang, gaya komunikasi bukan tergantung pada tipe seseorang melainkan kepada  situasi yang dihadapi. Setiap orang akan menggunakan gaya komunikasi  yang berbeda-beda ketika mereka sedang gembira, sedih, marah, tertarik, atau bosan. Begitu juga dengan seseorang yang berbicara dengan sahabat baiknya, orang yang baru dikenal dan dengan anak-anak akan berbicara  dengan gaya yang berbeda. Selain itu gaya yang digunakan dipengaruhi  oleh banyak faktor, gaya komunikasi adalah sesuatu yang dinamis dan sangat sulit untuk ditebak. Sebagaimana budaya, gaya komunikasi adalah sesuatu yang relatif. ​[20]​
      Norton dalam Richmond (1992: 146) mengklasifikasikan gaya komunikasi individual menjadi sepuluh macam, yakni:
a.	Dominant style adalah gaya dimana seseorang memegang kontrol pada     
sebuah situasi social.
b.	Dramatic style adalah gaya dimana seseorang mampu menghidupkan sebuah pembicaraan
c.	Contentious style adalah gaya dimana seseorang gemar berargumentasi untuk menantang orang lain. 
d.	Animated style adalah gaya dimana seseorang lebih banyak menggunakan komunikasi non verbal. 
e.	Impression leaving style adalah gaya dimana seseorang cenderung membuat komunikasi yang mudah diingat dan menimbulkan kesan. 
f.	Relaxed style adalah gaya dimana seseorang tidak mudah menunjukkan sikap yang gegabah dan cenderung santai. 
g.	Attentive style adalah gaya dimana seseorang selalu berempati dan mendengarkan lawan bicaranya dengan seksama.
h.	Open style adalah gaya dimana seseorang sangat terbuka dalam sebuah pembicaraan, jujur dan cenderung blak-blakan. 
i.	friendly style adalah gaya dimana seseorang bersikap ramah dan selalu bersikap positif terhadap orang lain.
j.	Precise style adalah gaya dimana seseorang selalu meminta untuk dihargai dan cenderung mau membicarakan hal-hal yang penting saja.​[21]​
Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda tergantung pada
karakter orang tersebut.Orang dengan karakter keras, gaya komunikasi tentu berbeda denga orang yang berkarakter lemah lembut.  Gaya komunikasi  dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula.  Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan, bergantung pada maksud dari pengirim (sender) dan harapan dari penerima (receiver).
Ada beberapa sifat gaya komunikasi (Effendy, 2001) yakni: 
1. The Controlling style
     Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain.  Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communications.
Pihak-pihak yang memakai controlling style of communication ini, lebih memusatkan perhatian kepada pengiriman pesan dibanding upaya mereka untuk berharap pesan.  Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian untuk berbagi pesan.  Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian pada umpan balik, kecuali jika umpan balik atau feedback tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka.  Para komunikator satu arah tersebut tidak khawatir dengan pandangan negatif orang lain, tetapi justru berusaha menggunakan kewenangan dan kekuasaan untuk memaksa orang lain mematuhi pandangan-pandangannya.
Pesan-pesan yag berasal dari komunikator satu arah ini, tidak berusaha ‘menjual’ gagasan agar dibicarakan bersama namun lebih pada usaha menjelaskan kepada orang lain apa yang dilakukannya.  The controlling style of communication ini sering dipakai untuk mempersuasi orang lain supaya bekerja dan bertindak secara efektif, dan pada umumnya dalam bentuk kritik.  Namun demkian, gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, tidak jarang bernada negatif sehingga menyebabkan orang lain memberi respons atau tanggapan yang negatif pula.
2. The Equalitarian style
Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan.  The equalitarian style of communication ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah (two-way traffic of communication).
Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka.  Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai dan informal.  Dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama.
Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi yang bermakna kesamaan ini, adalah orang-orang yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi serta kemampuan membina hubungan yang baik dengan orang lain baik dalam konteks pribadi maupun dalam lingkup hubungan kerja.  The equalitarian style ini akan memudahkan tindak komunikasi dalam organisasi, sebab gaya ini efektif dalam memelihara empati dan kerja sama, khususnya dalam situasi untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang kompleks.  Gaya komunikasi ini pula yang menjamin berlangsungnya tindakan share/berbagi informasi di antara para anggota dalam suatu organisasi.
3. The Structuring style
Gaya komunikasi yang berstruktur ini, ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah  Pengirim pesan (sender) lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut.
Stogdill dan Coons dari The Bureau of Business Research of Ohio State University, menemukan dimensi dari kepemimpinan yang efektif, yang mereka beri nama Struktur Inisiasi atau Initiating Structure.  Stogdill dan Coons menjelaskan mereka bahwa pemrakarsa (initiator) struktur yang efisien adalah orang-orang yang mampu merencanakan pesan-pesan verbal guna lebih memantapkan tujuan organisasi, kerangka penugasan dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul.
4. The Dynamic style
Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif, karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan (action-oriented).  The dynamic style of communication ini sering dipakai oleh para juru kampanye ataupun supervisor yang membawa para wiraniaga (salesmen atau saleswomen).
Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini adalah mestimulasi atau merangsang pekerja/karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik.  Gaya komunikasi ini cukup efektif digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat kritis, namun dengan persyaratan bahwa karyawan atau bawahan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang kritis tersebut.
5. The Relinguishing style
Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat ataupun gagasan orang lain, daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan (sender) mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain.
Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif ketika pengirim pesan atau sender sedang bekerja sama dengan orang-orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti serta bersedia untuk bertanggung jawab atas semua tugas atau pekerjaan yang dibebankannya.
6. The Withdrawal style
Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut.
Dalam deskripsi yang kongkrit adalah ketika seseorang mengatakan: “Saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini”.  Pernyataan ini bermakna bahwa ia mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi juga mengindikasikan suatu keinginan untuk menghindari berkomunikasi dengan orang lain.  Oleh karena itu, gaya ini tidak layak dipakai dalam konteks komunikasi organisasi.
      Selain gaya komunikasi, terdapat pula pola komunikasi. Tubbs dan Moss mengatakan bahwa “pola komunikasi atau hubungan itu dapat dicirikan oleh komplementaris atau simetris. Dalam hubungan komplementer satu bentuk perilaku dominan dari satu partisipan mendatangkan perilaku tunduk dan lainnya. Dalam simetri, tingkatan sejauh mana orang berinteraksi atas dasar kesamaan. Dominasi bertemu dengan dominasi atau kepatuhan dengan kepatuhan.”​[22]​ 
      Joseph A. Devito menggambarkan empat pola komunikasi, sebagai berikut:          1. Komunikasi Antar Pribadi
Definisi Komunikasi Antar Pribadi adalah  proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika”. (Marhaeni Fajar, 2009:78).
3	Komunikasi Kelompok Kecil
Michael Burgoon  mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu umtuk mencapai tujuan kelompok. ​[23]​
4	Komunikasi Massa
Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa. Media massa yang dimaksud adalah surat kabar, majalah, radio, televisi atau film. Karena membaca surat kabar dan majalah, mendengarkan radio ataupun menonton televisi dan film umum dilakukan oleh masyarakat yang demikian banyak bahkan dapat dilakukan serempak. ​[24]​ Sedangkan Joseph A Devito komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Mengacu pada definisi di atas, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada khalayak banyak yang dilakukan dilakukan melalui media massa ,seperti  televisi, radio, surat kabar, majalah, film dan buku.​[25]​
5	Komunikasi Publik  yakni, suatu komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang. Dalam komunikasi publik pesan yang disampaikan dapat berupa suatu informasi, ajakan, gagasan. Sarananya, bisa media massa, bisa pula melalui orasi pada rapat umum atau aksi demonstrasi, blog, situs jejaring sosial, kolom komentar di website/blog, e-mail, milis, SMS, surat, surat pembaca, reklame, spanduk, atau apa pun yang bisa menjangkau publik. Yang pasti, Komunikasi Publik memerlukan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan agar pesan dapat disampaikan secara efektif dan efisien. Komunikasi publik sering juga disebut dengan komunikasi massa. Namun, komunikasi publik memiliki makna yang lebih luas dibanding dengan komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang lebih spesifik, yaitu suatu komunikasi yang menggunakan suatu media dalam menyampaikan pesannya. ​[26]​
      Dalam penelitian ini, penulis focus mengkaji gaya komunikasi politik Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pandangan anggota DPRD DKI Jakarta. 

2.2.3	Studi Fenomenologi
      Natanson (1963, dalam Mulyana 1999) menggunakan istilah fenomenologi  sebagai istilah generic untuk merujuk pada semua pandangan ilmu social yang menempatkan kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai focus untuk memahami tindakan social, seperti pandangan-pandangan Max Weber, G.H. Mead, W.I. Thomas dan C.H. Cooley. ​[27]​
      Phainomenon merujuk pada yang tampak. Fenomena adalah fakta yang disadari dan masuk ke dalam pemahaman manusia. Jadi suatu objek itu ada dalam relasi dengan kesadaran. Fenomena bukanlah dirinya seperti yang tampak secara kasat mata, melainkan justru ada di depan kesadaran, dan disajikan dengan kesadaran pula. Karena itu fenomenologi merefleksikan pengalaman langsung manusia, sejuah pengalaman itu secara intensif berhubungan dengan suatu objek.​[28]​
      Istilah fenomenologi sudah ada sejak Kant memilah unsur mana yang berasal dari pengalaman (Phenomena) dan mana yang terdapat dalam akal (noumena atau the thing in Its  self). ​[29]​
      Franz Brentano meletakkan dasar fenomenologi lebih tegas lagi, dalam tulisannya  berjudul Psychology from an Empirical  Standpoint (1874), Brentano  mendefinisikan fenomena sebagai sesuatu yang terjadi dalam pikiran, sedangkan fenomena mental adalah tindakan yang dilakukan secara sadar. ​[30]​
      Husserl juga mendefinisikan fenomenologi yakni,  fenomena yang harus dipertimbangkan sebagai muatan objektif yang disengaja (intentional objects) dari tindakan sadar subjectif, yakni:  
      Fenomenologi adalah ilmu tentang hakikat dan bersifat apriori. Dengan fenomenologi, kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, seolah-olah kita mengalaminya sendiri. Fenomenologi tidak saja mengklasifikasikan setiap tindakan sadar yang dilakukan, namun meliputi prediksi terhadap tindakan dimana yang akan datang, dilihat dari aspek-aspek yang terkait dengannya. Semuanya itu bersumber dari bagaimana seseorang memaknai objek dalam pengalamannya. Sehingga tidak salah apabila fenomenologi diartikan sebagai studi tentang makna, dimana makna itu lebih luas dari sekadar bahasa yang mewakilinya. ​[31]​

Fenomena menurut Husserl harus dipertimbangkan sebagai muatan objecktif yang disengaja (Intentional objects) dari tindakan sadar subjektif. Jadi fenomenologi mempelajari kompleksitas kesadaran dan fenomena yang terhubungan dengannya. Dalam Idea (Book One, 1913), Husserl memperkenalkan dua istilah Yunani untuk mengganti istilah buatan Bolzano (ide objektif dan ide subjektif). Istilah tersebut adalah noesis dan noema. Noema berasal dari kata noeaw berarti merasa dan berpikir sedangkan kata nous berarti pikiran. ​[32]​
      Berikut pokok-pokok pikiran Husserl mengenai fenomenologi:
1.	Fenomena adalah realitas sendiri (realty in self) yang tampak.
2.	Tidak ada batas antara subjek dan realitas
3.	Kesadaran bersifat intensional
4.	Terdapat interakssi antara tindakan kesadaran (noesis) dengan objek yang disadari (noema). ​[33]​
      Jadi fenomenologi menurut Husserl adalah ilmu tentang penampakan (fenomena). Ilmu tentang apa yang menampakan diri ke pengalaman subjek. Tidak ada penampakan yang tidak dialami. Hanya dengan berkonsentrasi pada apa yang tampak dalam pengalaman, maka esensi dapat terumuskan dengan jernih. ​[34]​
      Berbeda dengan Husserl, Heidegger mendekati fenomenoloogi dari dua akar yang membentuknya, yakni logis dan phenomena. Jadi fenomenologi didefiniskan sebagai pengetahuan dan keterampilan membiarkan sesuatu seperti apa adanya (letting things show themselves). 
2.2.	Kerangka Pemikiran
      Gaya komunikasi politik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dinilai banyak kalangan suka ceplas-ceplos, lugas, straight to the point, cenderung menggunakan kata-kata kasar, menggunakan bahasa gaul,   instonasinya tinggi, dan sering terlihat berdebat dengan lawan politiknya. 
     Pilihan diksi yang dipakai sering membuat lawan bicaranya tersinggung, terutama anggota dewan. Akibatnya hubungan antara Ahok sebagai eksekutif dan anggota dewan sebagai  yudikatif seringkali “panas”. Misalnya,  diksi yang dipilih Ahok ketika dia menduga anggota dewan memasukkan dana di APBD DKI Jakarta tahun 2015, membuat semua mata rakyat terperangah. “Dana Siluman”, itulah diksi yang dipakai Ahok saat menuding anggota dewan “bermain anggaran”, dan nyaris dengan diksi tersebut, semua anggota DPRD DKI marah dan berbuntut membuat hak angket untuk mempertanyakan maksud dari ucapan Gubernur Ahok. Namun, hak angket atau pansus APBD 2015 batal digelar karena  tidak kuorum. Syaratnya kuorum adalah  2/3 dari jumlah anggota dewan.  Dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta, Fraksi PDIP sebanyak   28 kursi menarik diri, begitu juga dengan Hanura 10 kursi,  dan  Golkar 9 kursi.  Itulah ketegangan paling “panas”  akibat gaya komunikasi Ahok yang dinilai sebagian anggota dewan sangat kasar dan tidak pantas. 
      Dibandingkan kepala daerah lain, Ahok sebagai gubernur memang sering bersitegang dengan anggota dewan terkait persoalan anggaran, dan berbagai kasus seperti kasus Teluk Jakarta, pembelian lahan sumber Waras yang dinilai DPRD berbau mark-up, hingga kasus penggusuran rumah warga. Komunikasi diantara keduanya tidak harmonis, akibat saling menyerang. Padahal, seharusnya kedua lembaga ini bisa saling berkomunikasi dengan baik, untuk menuntaskan setiap persoalan.
      Akibat gaya komunikasi politik Gubernur Ahok yang dinilai sebagai anggota dewan buruk dan kasar, membuat hubungan keduanya sebagai mitra kerja dalam menjalankan roda pemerintahan buntu. Pernyataannya di media massa membuat kuping anggota DPRD ‘panas’. Misalnya saat kisruh pembahasan APBD 2015, Ahok mengatakan DPRD sebagai “Dewan Perampok Rakyat Daerah.” 
      Ahok juga dinilai oleh sebagian anggota dewan Jakarta sebagai orang yang  one man show dalam menjalankan roda pemerintahannya. Misalnya, Ahok menggunakan dana CSR dan uang denda dari pengembang swasta untuk membangun prasarana umum seperti taman, rumah susun, jalan inspeksi kali, pembersihan kali, membangun waduk, hingga simpang susun semanggi. 
      Akibat perseteruan yang tak kunjung usai, sebagian anggota dewan membalasnya dengan tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri Gubernur Ahok atau absen dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Kebuntuan  komunikasi antara Gubernur Ahok dan anggota dewan ini tak kunjung usai hingga diakhir jabatan Ahok sebagai Gubernur, bahkan cenderung memanas pada Pilkada Serentak 2017 lalu. 
      Berdasarkan perspektif  komunikasi politik dan gaya komunikasi seperti dipaparkan diatas, maka  peneliti tertarik untuk menggali bagaimana pengalaman anggota DPRD DKI Jakarta melakukan  komunikasi politik dengan Ahok  sebagai gubernur.  Juga bagaimana mereka memaknai gaya komunikasi politik Ahok berdasarkan pengalamannya saat berinteraksi dalam rapat-rapat di DPR maupun di kegiatan non formal, misalnya saat menghadiri jamuan makan malam. 











































      Paradigma penelitian menjadi  rujukan untuk memandu sebuah penelitian.  Burhan Bungin mendefinisikan  paradigma sebagai basis kepercayaan utama dari system berpikir, basis dari ontology, epistemology dan metodologi. Dalam pandangan filsafat, paradigma memuat pandangan awal yang membedakan, memperjelas, dan mempertajam orientasi berpikir seseorang.​[35]​
      Sementara, Robert Freidrichs mendefinisikan  paradigma sebagai kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya sehingga terbentuk citra subjektif seseorang terhadap realita sehingga berujung pada ketentuan bagaimana cara untuk menangani realita tersebut. Sedangkan Thomas Kuhn mendefinisikan paradigma sebagai landasan berpikir atau pun konsep dasar yang digunakan atau dianut sebagai model atau pun pola yang dimaksud para ilmuan dalam usahanya, dengan mengandalkan studi – studi keilmuan yang dilakukannya.
      Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma kontruktivisme. Paradigma ini berpandangan bahwa secara ontology realitas yang ada  dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman social yang bersifat local dan spesifik yang bergantung pada pihak yang melakukannya. Karena itu realitas yang diamati tidak bisa digeneralisasi. Dari sisi epistemology, paradigma konstruktivis berpandangan bahwa hubungan antara peneliti dan subjek penelitian bersifat interaktif. ​[36]​
      Peneliti berpendapat bahwa pemilihan paradigm konstruktivis dalam penelitian  ini tepat, karena peneliti bermaksud menggali pengalaman anggota DPRD DKI Jakarta dalam berkomunikasi politik dengan Ahok dan bagaimana mereka memaknai gaya komunikasi politik Gubernur Ahok.
3.2.	Metode Penelitian
      Penelitian ini  menggunakan metode kualitatif.   Menurut Parwito  metode kualitatif adalah   penelitian yang dapat mengemukakan gambaran atau pemahamam (understanding) mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi.​[37]​ 
      Bogdan Taylor   mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.  ​[38]​
       Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi.  Fenomenologi merupakan strategi penelitian  yang mengidentifikasi hakikat pengalaman  manusia tentang suatu fenomena tertentu. Memahami pengalaman-pengalaman hidup manusia menjadi fenomenologi sebagai suatu metode penelitian  yang prosedurnya mengharuskan peneliti untuk mengkaji sejumlah subjek  dengan terlibat secara langsung dan relative lama di dalam mengembangkan  pola-pola serta relasi-relasi makna (Moustakas, 1994; Creswell, 2009)​[39]​
      Adapun sifat-sifat dasar penelitian kualitatif yang relevan menggambarkan posisi metodologi fenomenologis adalah: 
1.	Menggali nilai-nilai dalam pengalaman dan kehidupan manusia
2.	Tujuan penelitian adalah menemukan makna dan hakikat dari pengalaman, bukan sekadar mencari penjelasan atau mencari ukuran-ukuran dari realitas. 
3.	Memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang perta melalui wawancara formal dan informal.
4.	Data yang diperoleh berdasarkan pada pengetahuan ilmiah untuk memahami prilaku manusia.
5.	Pertanyaan yang dibuat merefleksikan kepentingan, keterlibatan dan komiten pribadi peneliti. 
6.	Melihat pengalaman dan prilaku sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dari kesatuan antara subjek dan objek, maupun antara bagian dan keseluruhannya. ​[40]​
      Sifat-sifat penelitian kualitatif tersebut akan sejalan dengan ciri-ciri penelitian fenomenologi berikut ini:
1.	Fokus pada sesuatu yang nampak.
2.	Fenomenologi tertarik dengan keseluruhan dengan mengamati entitas dari berbagai sudut pandang dan perspektif  sampai didapt pandangan esensi dari pengalaman atau fenomena yang diamati. 
3.	Fenomenologi mencari makna dan hakikat dari penampakan dengan intuisi dan reflesi dalam tindakan sadar melalui pengalaman. 
4.	Fenomenologi mendeskripsikan pengalaman, bukan menjelaskan atau menganalisisnya. 
5.	Fenomenologi berakar pada pertanyaan-pertanyaan yang langsung berhubungan dengan makna dari fenomenologi yang diamati. 
6.	Integarsidari subjek dan objek. Persepsi peneliti akan sebanding atau sama dengan apa yang dilihat dan didengarnya.
7.	Investigasi yang dilakukan dalam kerangka intersubjektif, realitas adalah salah satu bagian dari proses secara keseluruhan.
8.	Data yang diperoleh (melalui berpikir, intuisi, refleksi dan penilaian) menjadi bukti-bukti utama dalam pengetahuan ilmiah. 
9.	Pertanyaan-pertanyaan penelitian harus dirumuskan dengan sangat hati-hati. ​[41]​
	
3.3.  Pemilihan informan 
      Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling. Suharsimi Arikunto dalam bukunya, Prosedur Penelitian menyatakan, Purposive sampling yaitu menentukan sample dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. 
      Tidak ada standar baku mengenai berapa jumlah informan. Djam’an Satori dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif menyatakan dalam penelitian kualitatif, tidak relevan bila peneliti membatasi jumlah informan dengan menentukan besaran informan dengan menggunakan perhitungan statistic. 
      Earal Babbie dalam buku Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, memberikan pengertian yang bisa digunakan untuk memahami sample yang relevan dengan peneltian kualitatif, yaitu: 
      “Sample is the process of selecting observation.” Artinya sampling merupakan  proses seleksi dalam kegiatan observasi.  Proses seleksi yang dimaksud adalah proses untuk mendapatkan orang, situasi, kegiatan, dokumen, dari sejumlah orang yang dapat mengungkapkannya atau dokumen yang banyak lalu dipilih berdasarkan tujuan yang ingin dicapai untuk memilih orang bergulir sesuai permasalahan. Dalam istilah sample dikenal purposive sampling dan snowball sampling. 
      Peneliti menetapkan purposive sample untuk menentukan informan.      Pada studi fenomenologi, Creswell menyarakan mengutamakan wawancara mendalam (in-dept-interview) kepada setidaknya 10 orang. “For a phenomenological study, te process of collecting information involves primarly in-dept interviewers (see, a.g. the discussion about the long interviewin Mr. Craken, 1988).
      Menurut Creswell, dengan melakukan wawancara mendalam kepada 10 subjek tersebut dapat dianggap sebagai ukuran yang memadai untuk studi fenomenologi.  Mengacu pada pendapat Creswell, maka peneliti menetapkan jumlah informan sebanyak 17 anggota DPRD DKI Jakarta  agar didapat hasil penelitian yang lebih mendalam dan ideal.	
      Ciri-ciri informan dalam penelitian fenomenologi adalah:
1.	Informan adalah orang yang mengalami secara langsung peristiwa yang menjadi bahan penelitian. 
2.	Informan mampu menceritakan kembali  peristiwa yang dialaminya. ​[42]​
Dalam penelitian ini, peneliti menentukan persyaratan  untuk  informan yang diwawancarai, yakni:
1.	Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019
2.	Anggota DPRD DKI Jakarta yang lebih dari tiga kali mengikuti sidang paripurna dengan kehadiran Gubernur Ahok.
3.	Anggota DPRD DKI Jakarta yang pernah berkomunikasi dengan Ahok tidak hanya dalam kegiatan formal, tapi juga informal, seperti menghadiri jamuan makan malam, makan siang, atau coffee morning yang dihadiri oleh Ahok.
4.	Anggota DPRD DKI Jakarta yang lebih dari 5 kali  menonton berita Gubernur Ahok di media audio visual (televise) maupun online.   
5.	Anggota DPRD DKI Jakarta yang lebih dari 10 kali membaca berita Ahok di media cetak (Koran, Majalah, Tabloid) dan media online serta media sosial.
3.4. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan  prosedur sistematis untuk memperoleh data dalam penelitian.      Data dikumpulkan melalui  proses wawancara mendalam dengan para informan. Pengumpulan data ini adalah  suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Mustahil peneliti dapat menghasilkan temuan kalau tidak memperoleh data.
       Lofland (1984:47) menyebutkan, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data-data yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama.​[43]​
Merujuk pada pernyataan Lofland tersebut, maka dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data utama atau data primer dan tambahan atau data sekunder. 
1.	Data Primer adalah yang yang berkaitan langsung dengan subyek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan. Mc. Millan dan Schumaker  menyatakan,  wawancara mendalam adalah tanya jawab  terbuka, untuk memperoleh data tentang maksud hati partisipan, bagaimana menggambarkan dunia mereka dan bagaimana mereka menjelaskan atau menyatakan perasaannya tentang kejadian-kejadian penting dalam hidupnya.
2.	Data Sekunder, yakni data panjang yang didapat dari sumber tertulis. Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka.​[44]​
Creswell menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian fenomenologi salah satunya adalan wawancara mendalam.​[45]​ 
Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada pendapat Creswell dengan melakukan wawancara mendalam kepada 17 informan secara in-depth interview.   Wawancara tersebut dilakukan untuk menggali pengalaman anggota dewan dalam berkomunikasi dengan Gubernur Ahok dan menggali pandangan informan terhadap gaya komunikasi Ahok. 
Wawancara dilakukan mulai bulan akhir Maret sampai awal Juni 2017. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti melakukan wawancara pendahuluan dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi dan Sekwan Yuliadi, untuk membahas rencana penelitian dan memilih para informan sesuai dengan kriteria informan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Prasetio sangat membantu saya dengan merekomendasikan beberapa anggota dewan untuk dijadikan  informan. Sementara Sekwan DPRD DKI Yuliadi juga sangat membantu saya dalam memberikan data dan informasi kontak person para informan.   
Sebenarnya, proses wawancara dalam penelitian ini bisa dilakukan dengan cara FGD (Focus Group Discussion), sesuai pendapat   Burhan Bungin yang menyebutkan,   pengumpulan data  kualitatif menggunakan metode pengamatan yang umumnya digunakan dari tradisi kualitatif, seperti wawancara dan mendalam (in-depth interview), diskusi terfokus atau focus group discussion (FGD).​[46]​ Kesibukan para anggota dewan-lah yang membuat proses wawancara tidak bisa dilakukan secara FGD. 
Dalam melakukan wawancara peneliti mengacu pada penelitian fenomenologi, yakni bentuk wawancara struktur atau tidak struktur, dari jenis yang berfocus. Para ahli menyebut, jenis wawancara tidak terstruktur dari jenis yang berfokus ini sebagai wawancara semi-struktur. (Smith, 2006).​[47]​
Pada wawancara semi-terstruktur, peneliti merancang serangkaian pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan, tetapi daftar tersebut digunakan untuk mendikte wawancara tersebut (Smith, 2006).​[48]​
Mengacu pada pernyataan Smith, sebelum melakukan proses wawancara, peneliti menyusun daftar pertanyaan untuk menuntun atau sebagai guidance selama proses wawancara berlangsung lebih focus. Tetapi ketika wawancara berlangsung, pertanyaan berkembang sesuai dengan temua di lapangan.  
Pada proses wawancara tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan dalam daftar pertanyaan. Namun terkadang, pertanyaan mengalir dalam proses wawancara, sehingga terdapat temuan-temuan baru yang tidak diprediksi dalam daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.        
3.5. Teknik Analisis Data
      Colaizzi  menjelaskan prosedur dalam melakukan analisis data terhadap penelitian fenomenologi, yakni tiap wawancara atau teks tertulis dianalisis secara terpisah untuk mendapatkan pemahaman menyangkut keseluruhan esensi fenomena yang diteliti. Berikut langkah-langkah yang direkomentasikan  Colaizzi (Daymon dan Holloway, 2008:235-237):
1.	Setelah selesai wawancara, simaklah narasi mereka dan akrabkan diri dengan kata-kata mereka. Usahakanlah untuk menyadadari perasaan-perasaan dan makna-makna inheren dalam narasi guna memperoleh makna secara keseluruhan. 
2.	Fokuskan hanya pada kalimat-kalimat dan frasa-frasa secara langsung yang menyinggung fenomena yang diteliti. 
3.	Rumuskan makna. Ini membantu mengungkap makna-makna yang pada awalnya mungkin tersembunyi.
4.	Mengelompokkan semua makna yang berbeda-beda dalam tema-tema tertentu.
5.	Sediakan uraian analisis yang terperinci menyangkut perasaan-perasaan dan perspektif-perspektif partisipan yang terdapat dalam tema-tema. Colaizzi menyebut langkah ini sebagai “uraian mendalam” (exhaustive description). 
6.	Rumuskan uraian yang mendalam menyangkut keseluruhan tema yang diteliti dan mengidentifikasi struktur pokoknya atau esensinya.​[49]​
      Peneliti melakukan langkah-langkah menurut Colaizzi. Yakni setelah selesai wawancara, peneliti membuat transkrip wawancara. Lalu mengelompokkan beberapa tema untuk dianalisis. Tema-tema yang sama dikelompokkan dan dibuat pernyataan dalam bentuk pernyataan tertulis. Namun peneliti juga membuat table tema, untuk memudahkan membaca tema tersebut. Sebelum menentukan tema, peneliti juga mengelompokkan pengalaman menjadi tiga bagian. Yakni pengalaman informan secara umum, pengalaman pahit dan pengalaman manis. Dari pengalaman tersebut  terungkap pandangan mereka tentang gaya komunikasi Ahok, baik pandangan tentang diksi maupun ekspresinya.  
       Pada tema diksi, peneliti mendapatkan empat tema, yakni, DPRD rampok, maling, dana siluman, dan DPRD taik. Sedangkan pada ekpresi atau gaya komunikasi Ahok, peneliti juga mendapatkan empat tema, yakni, kasar, emosional/temperamental/marah-marah, straight to the point, dan blak-blakan/one man show. Dari tema-tema tersebut, peneliti membuat tabel tema, dimana setiap informan memberikan quot terhadap tema tersebut. Pernyataan quot dari setiap informan sangat beragam,  tergantung dari latar belakang warna politik maupun dari partai pendukung atau bukan. Informan yang mendukung Ahok memiliki pandangan yang baik atau positif mengenai gaya komunikasi Ahok, sedangkan informan yang warna politiknya berbeda, memberikan pandangan negative terhadap gaya komunikasi Ahok.  
3.6.	Menguji Keabsahan Data   
      Salah satu cara paling penting dan mudah dalam menguji keabsahan data hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi peneliti, metode, teori, dan sumber data. Mengacu pada Denzim (1978), maka dalam pelaksanaan teknis dari langkah pengujian keabsahan ini memanfaatkan, peneliti, sumber, metode dan teori.​[50]​ 
Colaizzi menguji keabsahan data  kepada para informan dengan cara     member check, yakni membawa kembali temuan atau hasil panelitian kepada para informan untuk memastikan apakah uraian penelitian ini  mengabsahkan pengalaman mereka. 
Hycer (1985, dalam Daymon dan Holloway, 2008:237), mengusulkan untuk menunjukan pada partisipan ringkasan dari tiap-tiap wawancara dengan menggariswahai tema-tema yang telah Anda temukan. Tindakan ini memungkinkan Anda untuk mengubah gagasan atau menambah gagasan-gagasan baru.​[51]​ 
Merujuk pada Colaizzi, peneliti kembali mendatangi para informan untuk memperlihatkan hasil wawancara apakah sudah sesuai untuk mengabsahkan  pengalaman mereka. Hasil penelitian ini, peneliti menemukan empat tema pada diksi yang sering dipakai Ahok saat berkomunikasi dengan anggota dewan yakni,  kata rampok,  maling, DPRD taik, dan dana siluman. Sedangkan pada gaya komunikasi, peneliti juga menemukan empat tema, yakni instonasi yang keras, emosional/temperamental/suka marah-marah, straight to the point/blak-blak-an, dan ceplas-ceplos.  
Untuk mengabsahkan hasil penelitian, peneliti menghubungi semua informan melalui WA dan meminta waktu mereka untuk bertemu kembali untuk mengkonfirmasi hasil penelitian tersebut.  Dari 17 informan, ada 8 informan yang berhasil dikonfirmasi mengenai hasil penelitian tersebut. Mayoritas mereka menyetujui hasil penelitian tersebut. Dari 8 informan tersebut adalah, AY, SY, MU, AN, BB, AA, TS, dan AL.  
Kepada para informan tersebut, peneliti memberitahukan hasil penelitian. Peneliti juga memberika resume hasil penelitian, untuk mempermudah informan membaca hasil penelitian. 
Setelah membaca resume hasil penelitian, semua informan yang dihubungi   semua hasil wawancara sudah pas sesuai dengan wawancara sebelumnya. Dengan demikian, maka penelitian ini valid karena sudah di crosscheck ke informan yang bersangkutan. 
3.8.  Lokasi dan Jadwal Penelitian
3.8.1.Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan kantor DPRD  Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dan di kantor partai. 
3.8.2. Jadwal Penelitian
Penelitian dilakukan mulai bulan Maret - Juni 2017. Dalam proses wawancara dilakukan mulai bulan Maret, ketika  suhu politik Jakarta tenga memanas. Maklum pada 19 April 2017, adalah Pilkada Serentak, dimana DKI Jakarta adalah salah satu pesertanya. 
BAB IV
Hasil Penelitian dan Pembahasan

 	Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan mewawancarai 17  anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2014- 2019 yang menjadi informan. Wawancara dilakukan ketika suhu politik Ibu Kota sedang memanas, menjelang sampai sesudah Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. 
Wawancara pertama dilakukan pada 31 Maret 2017, dua pekan sebelum pencoblosan. Ketika itu, Jakarta sedang menjadi pusat perhatian. Sebagian orang menunggu hari ‘H’ Pilkada dengan cemas dan wasa – was. Sebagian orang lagi kawatir akan terjadi hal buruk mengingat kuatnya  pengelompokan massa pendukung masing – masing kandidat.
Sedangkan wawancara terakhir, dengan informan ke-17, peneliti lakukan pada 5 Juni 2017. Ketika itu Jakarta sudah relatif tenang karena ‘puncak ketegangan’ Pilkada telah terlewati. Semua pihak menerima hasil Pilkada. Cuma, ketika itu warga Jakarta, juga sebagian rakyat Indonesia, sedang dilimuti rasa penasaran : vonis Ahok dalam kasus penistaan agama. Sepekan kemudian, pada 9 Mei 2017, kita tahu,  hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengganjar Ahok  hukuman 2 tahun kurungan penjara.
Proses pengumpulan data memakan waktu cukup lama antara lain terkendala pelaksanaan Pilkada. Beberapa informan kebetulan terlibat dalam pemenangan kandidat. Banyak diantara mereka yang sebelumnya memastikan bersedia diwawancarai, membatalkan atau menunda sampai sesudah Pilkada. Bahkan ketika hasil Pilkada telah diketahui, beberapa informan  sulit ditemui karena kesibukan mereka.
4.1. Gambaran Umum DPRD DKI Jakarta 
      Gedung DPRD DKI Jakarta, tempat para wakil rakyat Jakarta ngantor,  terletak di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat.  Anggota DPRD DKI Jakartaperiode 2014-2019 berjumlah  106 orang.   Mereka berasal dari  10 Partai Politik yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan sebanyak 28 kursi, Partai Gerindra  15 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  sebanyak 11 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat,  Partai Hati Nurani Rakyat masing-masing memperoleh  10 kursi, Partai Golongan Karya 9 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)   6 kursi, Partai Nasional Demokrat 5 kursi, dan Partai Amanat Nasional  2 kursi 
      Para wakil rakyat dibagi menjadi 9 fraksi yakni Fraksi PDI-Perjuangan sebanyak 28 anggota, Fraksi Partai Gerindra 15 anggota, Fraksi PKSI   11 anggota, Fraksi PPP  10 anggota, Fraksi Partai Demokrat-PAN  12 anggota, Fraksi Partai Hanura  10 anggota, Fraksi Partai Golongan Karya 9 anggota, Fraksi PKB  6 anggota, Fraksi Partai Nasdem  5 anggota. 
      DPRD DKI dipimpin oleh  lima orang yang terdiri dari, yakni Ketua Prasetio Edi SH (PDIP), dan empat wakil ketua, yaitu,  H. Mohamad Taufik (Gerindra),  Ir. Triwisaksana, M. Sc (PKS),  Abraham Lunggana atau H. Lulung AL, SH (PPP), dan Mayjen TNI (Purn) H. Ferrial Sofyan (Partai Demokrat). 
4.2. Profil Informan
      Informan dalam penelitian ini sebanyak 17 orang, dipilih sesuai  persyaratan yang peneliti tetapkan, seperti tertuang di Bab 3. Mereka adalah anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014 – 2019 yang pernah berkomunikasi secara verbal dan  non verbal dengan Gubenrur Ahok, minimal lima kali melihat tayangan berita tentang Ahok,  minimal lima kali   membaca berita tentang Ahok  di media massa maupun media social,  minimal 10 kali menghadiri rapat paripurna.  
      Para informan ini adalah mereka yang wajah sering tampil di televisi maupun media masa, seperti Koran, majalah maupun media online. Mereka kerap menjadi narasumber untuk dimintai pendapat terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta atau masalah-masalah yang terkait dengan pemerintahan dan masyarakat. 
      Mayoritas informan tidak keberatan nama dan identitas mereka dipublikasikan dalam tesis  ini. Namun untuk menjaga etika akdemik, reputasi dan keredibilitas informan, peneliti hanya mencantumkan nama inisial mereka. Berikut profil singkat para informan tersebut
1.	PE
PE  adalah Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019,  anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009 hingga 2014,  ketua DPD Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta, ketua DPD Pemuda Demokrat Indonesia DKI Jakarta, ketua presidium Nasional GERAM (Gerakan Rakyat Anti Madat), dan sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta. 
2.	MT
MT adalah  wakil ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Awalnya dia bergabung di Partai Golongan Karya. Di era reformasi, pindah ke Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), lalu ikut  seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan terpilih. Purna  tugas sebagai pimpinan KPU DKI Jakarta,  MI  bergabung di Partai Gerindra dan saat ini   menjadi pemimpin DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Gerindra DKI Jakarta. 
3.	TS 
TS adalah wakil ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Dia  terpilih menjadi anggota dewan dari  PKS.  Lulusan Teknik Elektro Universitas Trisakti ini mulai bergabung dengan PKS pada 1998 saat PKS masih bernama Partai Keadilan, sebagai Pengurus Pusat Informasi PK (PIPK) Cabang Inggris Raya. 
4.	TQ
TQ adalah anggota DPRD DKI Jakarta  kelahiran Jakarta, 16 Juni 1980. Dia  sudah dua kali terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode  2009-2014, 2014-2019, melalui Partai Demokrat. 
5.	AY 
AY adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS.  Dia  memilih PKS sebagai kendaraan politiknya karena merasa partai itu memiliki visi misi yang sama dengan pemikirannya. 
6.	AW
Sebelum terjun ke politik, AW pernah menjadi  pejabat structural di Kementerian Pendidikan. Jelang pensiun dia masuk uk Partai Amanat Nasional (PAN). Melalui PAN, AW berhasil menjadi anggota DPRD DKI Jakarta  dua periode, 2004 -2009,  2014-2019.  
6.	SY 
SY menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Hanura. Sebelum terjun di politik, dia  aktif di berbagai organisasi, seperti Wakil Ketua Umum PB. PDDI  sampai sekarang, Ketua Harian PMI DKI Jakarta (1996-2006). Saat ini, SY  didapuk sebagai Wakil Ketua DPD Hanura DKI Jakarta.  Hanura adalah partai pendukung Gubernur Ahok dalam Pilkada 2017. 
7.	HD
HD  adalah anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dari Partai Hanura. Dia terjun di dunia politik sejak 1982, dengan pergabung ke PPP. Pada 2007,  HD hijrah ke Parti Hanura Karena karir politik di karirnya di partai berlambang kabah itu tak cemerlang. 
9.	PS 
PS adalah anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dari Partai Gerindra. Sebelumnya, pria kelahiran Pontianak, 29 Januari 1957 ini bergabung dengan PAN. Dia akhirnya bergabung ke Gerindra  karena melihat peluang untuk menjadi anggota dewan lebih terbuka.
10.	BB
BB adalah anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Dia  memulai karir politiknya dengan bernaung di  Partai Golkar.  Ketika Surya Paloh mendirikan Partai Nasdem, Barus keluar dari Golkar. Di Nasdem, BB didapuk menjadi  Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta dan Ketua Ormas Nasional Demokrat Jakarta Pusat. Dia juga menjadi Wakil Bendahara DPP ASPANJI. 
11.	MF
MF adalah politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia dua periode menjadi anggota DPRD DKI Jakarta  2009-2014 dan 2014-2019. Pilihannya terjun ke politik, karena sejak kuliah MF suka berorganisasi. Tak seperti politikus lain yang gemar loncat partai, sampai sekarang MF memilih  setia bernaung di partai berlambang Ka’bah.
12.	AA
AA adalah Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta. Pria  kelahiran  24 November 1959 ini  adalah anggota DPRD DKI Jakarta dua periode, yakni 2009-2014 dan   2014-2019. Di DPRD DKI, alumnus  Akademi Akuntansi Jayabaya dan Fakultas Hukum Universitas Bung Karno ini  duduk di  Komisi E (Bidang Kesejahteraan Masyarakat). 
13.	MU 
MU  adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari  PKB periode 2014-2019. Lelaki kelahiran Cirebon, 15 Oktober 1966, ini  memilih PKB sebagai kendaraan politik  karena dia dibesarkan di keluarga NU.  Di organisasi NU , MU menjabat sebagai Ketua PC NU Jakarta Pusat.  Saat ini dia  menjabat menjadi Sekretaris DPW PKB DKI Jakarta.  
14.	ST
ST merupakan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dari Fraksi PDIP. Srikandi PDIP ini aktif di berbagai kegiatan kemasyaratan, salah satunya dia menjadi Ketua GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) DKI Jakarta. 
15.	JA
JA  adalah anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dari fraksi PDIP. Lelaki kelahiran Asahan, 30 November 1969 ini mengawali karir politiknya sebagai petugas partai PDIP.  Di DPRD, JA duduk di komisi C yang membidangi keuangan. 
16.	AZ
AZ adalah anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di partainya,  dia  menjabat sebagai Wakil Ketua PKB DKI Jakarta dan sekretaris PAC PKB Penjaringan, Jakarta Utara.  
17.      AL
AL menjabat wakil ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Politisi PPP ini tetap konsisten tidak mendukung Ahok, meski partainya memerintahan kadernya mendukung petahana. 

4.3.	Karakteristik Gaya Komunkasi Politik Ahok
     Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kelak akan dikenang sebagai Gubernur DKI Jakarta yang paling kontroversi, menimbulkan pro - kontra. Kontroversi terjadi terutama dipicu oleh gaya kepemimpinan serta gaya komunikasi mantan bupati Belitung Timur itu. 
      Gaya komunikasi Ahok memang tak lazim  untuk ukuran pejabat negara.  Ia kerap bicara dengan nada tinggi, mata setengah melotot dan telunjuk menuding – nuding.  Kondisi yang sangat kontras dengan gaya komunikasi pejabat pemerintahan pada umumnya : berbicara lembut dan santun dengan bahasa tubuh tertata.
      Dalam berkomunikasi, Ahok kerap menggunakan pilihan kata, diksi, yang  menyimpang dari ‘pakem’ bahasa pejabat.  Di berbagai kesempatan  ia  sering kali melontarkan kata – kata gaul anak muda  semisal, ‘emang gue pikirin,’  ‘tanah nenek moyang lu,’ atau ’gue nggak mau tahu’. Ia juga kerap menggunakan kata yang bisa diasosisikan kasar, seperti  ‘akan gue sikat’, ‘bego’, ’hajar saja’.  Bahkan Ahok menyebut maling, rampok, ‘taik’, mereka yang diduga melakukan korupsi. Ketika menjawab pertanyaan awak media, Ahok tanpa canggung menggunakan bahasa tak formal,  lu-gue .
     Gaya komunikasi Ahok menjadi tampak kontras karena  pejabat negara umumnya menerapkan prinsip –prinsip komunikasi konteks tinggi.  Mayoritas masyarakat Indonesia juga sudah ‘terbiasa’ dengan gaya komunikasi pimpinan mereka - di semua level - yang cenderung basa- basi, bermanis - ,manis.  Pidato pada acara – acara resmi mulai dari pertemuan tingkat RT sampai sidang di gedung parlemen menggambarkan hal itu.  Dalam situasi seperti itu,  gaya Ahok tampak ganjil. Ia ibarat ‘mahluk langka.’ Apa boleh buat, tak sedikit yang mempersepsikan negatif gaya komunikasinya. 
      Langkah konfrontatif Ahok terkait ‘dana siluman’ meninggalkan kesan positif bagi publik.  Sebagian besar responden (69,1 persen) menilai ketegasan dan keberanian Ahok menjadi keunggulan sang gubenur. Dengan kata lain, sebagian besar masyarat tak mempermasalahkan gaya komunkiasi Ahok sepanjang itu  demi kepentingan rakyak.  Dalam konteks kasus ‘dana siluman’ demi menyelamakan dana APBD dari kebocoroan.​[52]​      

4.4. Pembahasan
      Hasil analisis data menunjukan para informan mempunyai pengalaman  beragam dalam berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau popular disapa Ahok.  Latar belakang informan sangat mempengaruhi ‘tingkat’ hubungan mereka dengan Ahok, juga  mewarnai  persepsi  mereka mengenai gaya komunikasi politik sang  gubernur. Pada tahap berikutnya, persepsi itu  ikut membentuk pengalaman para informan, yang sifatmya  personal, selama berkomunikasi dengan Ahok.
     Pengumpulan data penelitian ini kebetulan peneliti  lakukan ketika suhu politik Jakarta sedang menghangat : menjelang sampai sesudah pencoblosan putaran kedua Pilkada 2017. Konsekuensinya, berbagai peristiwa di seputar Pilkada, terutama ketatnya kontestasi  para kandidat gubernur, turut mewarnai  data yang terkumpul.  Hal itu terjadi karena  salah satu kandidat gubernur DKI Jakarta adalah Ahok.  Posisi  Ahok sebagai kandidat petahana, membuat para informan, yang tak lain adalah anggota  partai, tak bebas bergerak. Termasuk dalam hal berkomunikasi dengan Ahok. Mereka tersekat – sekat  mengikuti  kebijakan partai politik,  tempatnya bernaung.
     Menarik mencermati pengalaman para informan dalam berkomunikasi dengan  Ahok. Secara umum mereka terbelah menjadi dua kutub.  Yang pertama yakni mereka yang merasa nyaman, tak ada hambatan,  dengan gaya komunikasi Ahok  yang ‘fenomenal’,  Sebagian informan dalam kutub ini bahkan mengaku menemukan sisi – sisi positif dari gaya komunkasi  sang gubernur. 
      Kutub yang lain yakni mereka yang tak nyaman, bahkan terganggu, tersinggung, dengan gaya komunikasi Ahok. Sebagian informan dalam kutub ini berpendapat gaya komuniasi Ahok tak pantas diterapkan  oleh pejabat publik.  Mereka tak menemukan  sisi  positif gaya komukasi itu.      
     Respon informan mengenai diksi, pilihan kata, Ahok saat berkomunikasi  juga beragam. Lagi-lagi mereka terpolarisasi menjadi dua kelompok,  pro dan kontra.  Sebagian informan tak mempersoalkan itu karena mereka melihat tujuannya  baik.  Mayoritas informan mempersepsikan  negatif diksi yang dipilih Ahok. Selain memicu ketegangan secara kelembagaan, hubungan eksekutif- legislatif,  kata-kata kasar Ahok  seperti  rampok,  maling,  juga menyebabkan hubungan personal informan dengan Ahok renggang.     
      Mengenai gaya komunikasi Ahok yang straight to the point, ceplas-ceplos, blak-blakan, para informan terpecah dalam dua kelompok. Ada yang suka dengan gaya tersebut, namun sebagai informan tidak suka dengan alasan yang beragam. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan	
      Setelah menganalisis data yang terkumpul,  peneliti  bisa menarik kesimpulan bahwa pengalaman informan  dalam berkomunikasi dengan Gubernur Ahok  beragam. Latar belakang informan, terutama latar belakang politik, sangat mempengaruhi hubungan mereka dengan Ahok yang pada tahap berikutnya  turut membentuk pengalaman mereka dalam berkomunkasi dengan  sang gubernur.
1.	Tekait pengalaman anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014 – 2019 dalam berkomunikasi dengan Gubernur Ahok, bisa disimpulkan sebagai berikut. Sebagian informan tak mempersoalkan gaya komunaksi Ahok,  termasuk diksinya,  yang disebut banyak pihak kasar. Mereka mengaku menemukan sisi positif dari gaya komunikasi Ahok. 
Namun mayoritas informan merasa tak nyaman dengan gaya komunikasi Ahok.  Menurut mereka, sebagai pejabat public Ahok tak pantas melontarkan kata – kasar seperti maling, rampok , begal. Sebutan DPRD sebagai dewan perampok  juga sangat menyinggung peraasaan dan menyulut amarah mereka. Selain menimbulkan  konflik kelembagaan, gaya komuniaksi Ahok juga menyebabkan hubungan pribadi informan dengan sang gubernur renggang

2.	Terkait pemaknaan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014 – 2019 atas gaya komunikasi dengan Gubernur Ahok  bisa disimpulkan sebagai berikut. Sebagian informan memaknai positif  gaya komuniaksi Ahok. Menurut mereka gaya Ahok tepat  untuk mengelola Jakarta yang problematika sangat kompleks. Gaya komunikasi Ahok juga mereka anggap pas untuk menghadapi perilaku koruptif  di lingkungan DKI Jakarta. Namun mayoritas informan memaknai negatif gaya komunikasi Ahok. Mereka menilai gaya komunikasi yang diterapkan Ahok tak pantas untuk seorang pejabat publik. 

5.2. Saran
	Mengacu pada kesimpuan penelitian diatas, peneliti  mempunyai saran akademis bagi rekan mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan pendekatan fenonomelogi dan saran praktis bagi para politisi
5.2.1. Saran Akademis
1.	Penelitian ini bisa dilanjutkan dengan kajian tentang  gaya konmukasi Ahok dengan informan para pejabat DKI Jakarta semasa Ahok berkuasa.
2.	Penelitian serupa bisa dilakukan dengan objek penelitian tokoh fenomenal lain, misalnya Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.   
5.2.2.	Saran Praktis.
1.	Dalam berintertaksi  dengan  siapapun, para politisi hendaknya mengindahkan etika komunikasi.
















Fenomena Gaya komunikasi Politik dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam relasinya dengan   anggota DPRD DKI Jakarta 

Anggota DPRD DKI:
1.	Pengalaman anggota DPRD saat berinteraksi dan berkomunikasi politik dengan Gubernur Ahok . 
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